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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN)

Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987, yaitu:

1. Konsonan
HURUF |
NAMA HURUF LATIN NAMA
ARAB
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
@ ba b be
& ta t te
< tsa ts te dan se
c jim ] | je
c ha h ha (dengan garis bawah)
¢ kha kh ka dan ha
a dal d de
k) dzal dz de dan zet
J ra r er
J zai z zet
v sin s es
o syin sy es dan ye
ve shad sh es dan ha
va dhad dh de dan ha




L tha te dan ha
L zha zh zetdan ha
& ‘ain koma terbalik di atas
g ghain gh ge dan ha
< fa ef

T qaf ki

] kaf ka

dJ lam el

é mim m em

o nun €n

3 wau w we

° ha ha

. hamzah apostrof
$ ya ye

2. Vokal
1) Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf latin Nama

=4 fathah a a

~ kasrah i 1

2 dhammah u u

vi




S ditulis kataba
e’ e .
S ditulis dzukirt
P,

LY ditulis adzhabu

2) Vokal Rangkap

Tanda dan huruf Nama Hubungan huruf Nama
S -~ Fathah dan ya ai a dan i
9= Fathah dan wau au adanu
Contoh:
/."/ ~ T
Ca ditulis kaifa  J 3> ditulis havla
3. Maddah
Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
huruf tanda
& -2 fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
S — kasrah dan ya i 1 dan garis di atas
92 dhammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
AL e

JB  gitulis gala

vii

d.é ditulis gila




o
2 -

s 7 -~
*) ditulis rama d 522 ditulis yaqulu

. Ta Marbuthah

1) Ta marbuthah hidup
Ta marbuthah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah

yang transliterasinya adalah t

2) Ta marbuthah mati
Ta marbuthah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

/11/9333 5} ditulis risywah

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuthah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h)
Contoh:

(,;/c/

sl ditulis Thalhah

e ////" -

35wl | A | ditulis al-Madinah al-Munawwarah

. Syaddah (Tasydid)

Contoh:

o
L‘-’j ditulis rabbana

~ .
J3N  ditulis nazzala

viii



. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu Ji

dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsyiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyah ditransliterasikan sesuai
dengan tulisannya yaitu huruf (L) tidak diganti dengan huruf yang
mengikutinya.

Contoh:

P A LN

d,ﬁj)n ditulis al-rajulu

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf gamanyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Contoh:

S S
<y 9&“ ditulis a/-haditsu

. Hamzah

Contoh:

1) Hamzah di awal

/
-

2 2
_)-}‘ ditulis ‘wmurtu

2) Hamzah di tengah

H
/\"/") 57

O9ald ditulis ra khudzuna

3) Hamzah di akhir

X



lo o -
25}-3: ditulis syai‘un
8. Nama-nama yang telah popular tidak ditransliterasikan

yara /(v e
3 93sdl ditulis Abu Dawud

¢
'/ e

4-4}3‘5 ditulis Fatimah

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara, bisa
perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata
ini dengan perkata.

Contoh:

7 oo > .

i8S 3~ ditulis haqqu al-milkiyyah

7 v

10. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

11. Singkatan-singkatan

SWT : Subhanahu wa ta’ala

SAW : Shallallahu ‘alaihi wa sallam
Q.S. : Qur’an surat

dkk : Dan kawan-kawan

him : Halaman

tt : Tanpa tahun

uu - Undang-undang
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ada realitas kehidupan kaum perempuan yang entah sejak kapan
sampai saat ini masih berada di sudut-sudut dan pinggir-pinggir sosial.'
Mereka, dalam realitas ini juga masih dipandang sebagai makhluk Tuhan
kelas dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung laki-laki
dan seringkali diperlakukan, dengan bahasa yang mungkin agak kasar
yaitu setengah budak. Hak-hak mereka selalu dibatasi pada wilayah-
wilayah kehidupan marginal, dan rumah tangga. ‘

Perempuan menderita dengan adanya diskriminasi seperti dalam
hubungannya dengan pendidikan, pekerjaan, upah, tanggung jawab
domestik, dorongan kepedulian dan etika sosial dan seluruh harapannya
memepermainkan sandiwara kehidupan.”

Dalam situasi negara di mana pekerja masih dianggap sebagai
subordinat terhadap pengusaha dan pemerintah maka yang paling
menderita adalah pekerja perempuan yang rata-rata terserap dalam industri
padat kerja. Banyak studi yang mengatakan bahwa relokasi industri
tekstil, garmen, makanan dan minuman dan elektronika, yang banyak
menjadi tulang punggung industrialisasi di banyak negara berkembang,

berbanding lurus dengén angkatan kerja perempuan, berusia muda

! Husein Muhammad, /slam Agama Ramah Perempuan (Yogyakarta: LkiS, 2004), him.
191

? Martin Davis, The Blackwell Companion to Social Work (USA: Blackwell Publishing
Ltd, 2003), him. 298




berpendidikan, berupah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang
sejenis, dan dari keluarga miskin di pedesaan yang menjadi korban
revolusi hijau (green revolution).’ Selain itu banyak kebijakan publik,
kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi perempuan nyaris selalu terlupakan.®

Subordjnasi terhadap perempuan, yaitu adanya anggapan dalam
masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam berpikir,
perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil
keputusan), akibatnya j)ercmpuan ditempatkan pada posisi yang tidak
penting dan tidak strategxs (second person).* Ketidakadilan bagi pekerja
perempuan juga dapét dilihat dan kenyataan di lapangan bahwa mereka
terkonsentrasi pada industri padat kema, dengan jam kegja panjang,
membosankan dan upah rendah.’

Selain itu, laki-laki mendominasi industri hulu yang
produktivitasnya lebih tinggi, sementara perempuan pada umumnya
terlibat dalam industn hilir, khususnya menangani proses akhir dari sebuah
produk (finishing), yang upah dan produktivitasnya kemungkinan besar
lebih rendah® Di samping itu, kekhususan biologis perempuan seperti
haid, hamil, melahirkan dan menyusui menyebabkan pengusaha lebih

memilih pekerja laki-laki, kecuali pekerja perempuan mau dibayar murah.

> Agnes Widanti, Hukum Berkeadilan Jender (Jakarta: Kompas, 2005), him. 5

3 Siti Musdah Mulia, Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis (Bandung:
Mizan, 2005)

¢ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengamar dan Terapan (Jakarta:
Kencana, 2004), him. 318

5 Agnes Widanti, Hukum, him. 9

¢ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur ‘an (Yakarta:
Paramadina, 2001), him. 83



Tugas-tugas ini sering dikesankan sebagai kewajiban perempuan,
sementara pada saat bersamaan hak-hak yang terkait dengan fungsi
reproduktif tersebut sering diabaikan.”

Sejumlah bukti juga mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap
hak-hak perempuan lebih banyak terjadi pada soal yang berkaitan dengan
fungsi reproduksi.® Rendahnya upah pekerja/buruh perempuan ini lebih
diperparah karena adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan

| merupakan pekerja tidak berupah (umpaid worker).

Berdasarkan pengamatan dan informast yang penulis dapatkan,
perlindungan terhadap pekerja perempuan di PD. Mujur Jaya Kroya

- belum dilakukan secara maksimal, karena masih terlihat para pekerja
perempuan bekerja dengan pekerjaan yang berat, sepérti menjemur bihun
dan mengangkatnya kembali dalam cuaca yang panas tanpa pelindung
apapaun. Di samping itu, dalam waktu seminggu tidak ada libur satu hari
pun dan jika ada waktu tambahan kerja, itu tidak terhitung uang lembur.
Hal ini dikarenakan sistem pengupahan yang dilakukan oleh PD. Mujur
Jaya terhadap pekerja perempuan yaitu dengan upah dihitung berdasarkan
satuan hasil yang dikerjakan tanpa adanya pertimbangan kekhususan

biologis yang dimilikinya.

7 Jamhari dan [smatu Ropi, Citra Perempuan Dalam Islam (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hlm. 146

8 Siti Musdah Mulia, Muslimah, him. 219

*Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosialogi, him. 330



Semakin banyak kita melihat keadilan dan kasih sayang Tuhan
yang tercermin dalam ajaran al-Qur'an fentang perempuan, semakin
membuat kita sedih dan marah melihat ketidakadilan dan perlakuan tidak
manusiawi yang merendahkan perempuan muslim yang lazim terjadi
dalam kehidupannya. '’

Dalam al- Qur’an tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang
terdapat di dalam kitab-kitab suci lainnya, bahwa perempuan diciptakan
dari suatu bahan yang lebih rendah dar bahan untuk laki-laki, bahwa
status perempuan adalah parasit dan rendah atau bahwa Hawa diciptakan
dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu, dalam Islam tidak
ada satu pandangan pun yang meremehkan perempuan berkenaan dengan
watak dan struktur bawaannya. "'

Al- Qurian suci lebih dari satu tempat mengemukakan dengan
jelas, mengenai perkembangan moral dan spiritual, bahwa laki-laki dan
perempuan berada pada tingkat yang sederajat. "

Dalam penelitian ini penulis batasi pada masalah upah yang
diberikan oleh PD. Mujur Jaya terhadap pekena perempuan di
perusahaannya, apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan bagimana
pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut.  Berdasarkan

informasi yang penulis dapatkan bahwa pekerja yang bekerja di PD. Mujur

him. 48

him. 96

1 Fatima Mernissi, Riffat Hasan, Setara di Hadapan Allah (Yogyakarta: LSPPA, 2000),
"' Morteza Mutahhari, Wanita dan Hak-haknya dalam Islam (Bandung;: Pustaka, 1986),

2 Ibid, him. 100



B.

C.

Jaya adalah sebagian besar perempuan dengan pekerjaan yang cukup
melelahkan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Upah

Bagi Pekerja/Buruh Perempuan di PD. Mujur Jaya Kroya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu bagaimana sistem pengupahan
yang diberikan oleh PD. Mujur Jaya terhadap pekerja/buruh
perempuannya serta bagaimana pandangan hukum positif dan hukum
Islam terhadap sistem pengupahan pekerja/buruh perc:hpuan di PD. Mujur

Jaya?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tujuan, antara lain
yaitu:
a. Mengetahui sistem pengupahan yang diberikan oleh PD. Mujur
Jaya Kroya kapada pekerja/buruh perempuannya
b. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam
terhadap upah bagi pekerja/buruh perempuan yang ada di PD.

Mujur Jaya



2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dan penelitian ini adalah:
1) Teoritis
a. Diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan
pengalaman bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada
umumnya.
b. Dapat menambah khasanah kajian dan ilmu pengetahuan bagi
mahasiswa dalam bidang hukum positif dan hukum Islam.
2) Praktis
a. Peneliian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat
memberikan pengetahuan bagi masyarakat
b. Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk PD.

Mujur Jaya Kroya

D. Telaah Pustaka
Dalam khazanah figh klasik, konsep yang bersentuhan langsung
dengan masalah figh perburuhan adalah konsep hukum sewa-menyewa 13
Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua, sewa-menyewa dalam bentuk
barang (ijarat al’ain) obyeknya adalah manfaat dari benda dan sewa-
menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah-

mengupah (ijarat al- ‘amal).

'3 Ridwan, Figh Perburuban (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), him. 3-4




Konsep figh perburuhan dikembangkan dari ragam ijarah al-‘amal
yaitu transaksi antara orang dengan orang lain secara individual atau
antara individu dengan pemilik modal dalam sebuah perusahaan untuk
mengerjakan sesuatu dengan imbalan tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu. Dari sini kemudian para ulama membagi model ijarah al'amal
menjadi dua,'* yaitu ajir al-wakhid yaitu akad ijarah yang bersifat
individual (sektor informal) dan gjir al-musytarak yaitu akad ijarah yang
bersifat umum dan dalam sebuah ruang kerja yang besar (sektor formal).

Literatur tentang pekerja perempuan sudah cukup banyak disajikan,
namun penyajiannya lebih mengarah pada teori-teori gender, bukan
bagiamana cara meningkatkan kesejahteraan atau perlindungan bagi
pekerja perempuan, khususnya dalam hal upah.  Setelah penulis
melakukan penelusuran literatur pada perpustakaan STAIN Purwokerto,
sepengetahuan penulis belum terdapat skripsi atau tulisan lain yang
membahas mengenai Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap
Upah Bagi Pekerja/buruh Perempuan.

Di antara buku-buku yang membahas tentang upah bagi pekerja/buruh
perempuan dan kaitannya dengan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Martin Davies dalam bukunya “The Blackwell Companion to Social
Work” menjelaskan bagaimana kerja sosial yang bersih, obyektif dan

nyata tentang apa yang dapat dan tidak dapat dicapai dan harapan pada

4 Ibid, him. 4



pembaca untuk menemukan kehidupan dalam kerja sosial, bekerja secara

profesional serta ikut peduli pada kehidupan orang lain.”®

Husein Muhammad dalam bukunya “Islam Agama Ramah
Perempuan” menerangkan tentang perombakan pemahaman tentang isu-
isu sensitif yang sering muncul di masyarakat, seperti tauhid yang
berkeadilan, jihad perempuan, aborsi, keschatan, reproduksi, dan peran
politik perempuan. '

Nasarudin Umar dalam bukunya “Argumen Kesetaraan Gender”
menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yar-)g, masih
menyimpan beberapa masalah, baik substansi kejadian maupun pemn yang
diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya
cukup jelas, namun efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan
perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin melahirkan
seperangkat konsep budaya. i

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (et al) dalam bukunya “Sosiologis
Teks Pengantar dan Terapan™ menerangkan adanya pembauan konsep dan
aplikasinya dalam menganalisis berbagai permasalahn sosial yang terjadi
di Indonesia, dengan tujuan untuk menyajikan konsep dan analisis yang
lebih kontekstual dengan realitas-realitas lokal dan mencoba

memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam sosiologi, sckaligus

memberikan pemahaman bagaimana mempergunakan konsep-konsep

\S Martin Davis, The Blackwell him. 4
16 tusein Muhammad, Jslam, him. 3
17 Nasaruddin Umar, Argumen,hlm. 7




dasar itu sebagai kacamata untuk memahami realitas sosial, serta
perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya."®

Lalu Husni dalam bukunya “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia” membahas tentang aspek-aspek hukum bidang ketenagakerjaan
terbaru, seperti serikat pekerja, hubungan buruh dan majikan, tata cara
PHK, penetapan pesangon, penghargaan masa kerja, ganti kerugian, dan
lain-lain, yang didasarkan pada perundang-undangan serikat pekerja atan
buruh yang paling baru dan penyelesaian persengketaan industrial
berdasarkan UU No. 13 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian
sengketa alternatif."® |

Ridwan dalam bukunya “Figh Perburuhan” menjelaskan bahwa Islam
memberikan kerangka yuridis dan etis tentang relasi buruh dan majikan
dalam proses kerjasama dalam bidang ckonomi. Buruh dan majikan
merupakan dua komponen yang mempunyai kontribusi yang signifikan
dengan wilayah dan tanggung jawab yang berbeda untuk bersinergi
mencapai tujuan bersama.”

Agnes Widanti dalam bukunya “Hukum Berkeadilan Gender”
menerangkan bahwa bagaimana ideology gender yang berlaku di
masyarakat dan kemudian diadopsi oleh industri yang telah dikuatkan oleh

hukum negara, kebijakan pemerintah, keluarga dan agama. Akibatnya,

¥ pwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, hlm. 4
191 alu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indoresia (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2003), hlm. 6
2 Ridwan, Figh, hlm. 10
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pekerja perempuan scbagai pihak yang paling bawah dalam struktur
industri menjadi pihak yang paling ditindas.”

Di perpustakaan STAIN Purwokerto terdapat scbuah skripsi yang
sejenis dengan upah dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap
Sistem Pemberian Upah Borongan Studi Kasus di Perusahaan Mie Sohun
Miuku Purwokerto”, yang ditulis oleh Imam Nurdiman, Tahun 2006 di
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Adapun yang membedakan skripsi tersebut di atas dengan penclitian
yang penulis lakukan adalah penulis penekanannya khusus pada upah
terhadap pekelj.a/buruh perempuan menurut hukum Islam, sedangkan
penelitian yang ditulis oleh Imam Nurdiaman lebih menckankan pada
sistem upah borongan menurut hukum Islam, jadi  penelitian tersebut

berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Dalam menulis skripsi penulis menggunakan metode antara lain:
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder

yang mencakup bahan hukum primer, sckunder dan tertier atau

yang sering disebut dengan penclitian kepustakaan. Di samping itu

2t Agnes Widanti, Hukum, him. 7



penelitian
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ini bersifat field research yaitu penelitian yang

dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

1) Data
Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah

data sekunder, seperti al-Qur’an, hadits, Undang-undang

Ketenagakejaan No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah

No. 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Konvensi

ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Upah dan kamus.

2) Bahan Penelitian, terdiri dari:

Bahan-bahan penelitian yang digunakan meliputi:

a)

b)

Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan-bahan
hukum yang mengikat seperti al-Qur'an, Hadits,
Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003,
Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah, Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951
tentang Upah.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer, seperti makalah-makalah, artikel dan lain-lain.
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¢) Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier merupakan data yang memberikan
petunjuk, pelengkap dan penjelas dari bahan-bahan
hukum primer dan sekunder, bahan-bahan tersebut
berupa kamus (kamus bahasa Indonesia karangan WIS
Poerwadaminta, kamus bahasa Inggris karangan John
Lehon) dan ensiklopedia.

3) Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi

dokumen, yaitu dengan mempelajani bahan-bahan hukum

sekunder, seperti al-Qur'an, hadits, Undang-undang

Ketenagakerjaan,  Peraturan  Pemerintah  tentang

Perlindungan Upah, Konvenst ILO tentang Upah, buku-

buku, kitab-kitab (berupa kitab asli dan tarjamah), makalah

dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan
1) Data Penelitian
Data yang akan diperoleh dari penclitian lapangan adalah
data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari

responden dan narasumber.

2) Lokasi Penelitian




3)

4)

13

Penelitian ini dilakukan di PD. Mujur Jaya Kecamatan
Kroya Kabupaten Cilacap, dengan pertimbangan bahwa
perusahaan tersebut banyak menggunakan pekerja
perempuan dalam proses produksinya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah
purposive sample (sample bertyjuan) yaita pemilihan
sekelompok yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat
tertentu, yang dipandang mempunyai sangkut paut erat
dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah
diketahui sebelumnya.”” Dalam hal ini penulis mengambil
sample pekerja/buruh perempuan dengan kriteria sudah
menikah , usia reproduktif, mempunyai anak dan dilihat
masa bekerjanya, karena sample ini dianggap mewakili
terhadap penelitian yang akan penulis lakukan.

Subyek Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian, digunakan
responden yang dapat dijadikan sumber data.

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah

a. Bapak Fredy Kumiawan scbagai Staf administrasi

umum

2 gurisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), him. 82
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b. Pekerja perempuan PD. Mujur Jaya Kroya yaitu dari
jumlah populasi sebanyak 226 orang yang merupakan
pekeja perempuan, penulis mengambil sample
sebanyak 20 orang dengan kriteria berdasarkan sudah
menikah, usia reproduktif, mempunyai anak, dan dilihat
masa bekerjanya.

c. Disnakertrans kabupaten Cilacap sebagai pengawas
terhadap standar upah minimum yang harus dikeluarkan
oleh perusahaan-perusahaan di Cilacap.

5) Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi
Metode observasi adalah: “suatu metode pengumpulan
data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara
sistematik fenomena-fenomena yang  diselidiki. ™
Metode ini penulis gunakan untuk melengkapi data
yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview dx
samping untuk mengecek kebemaran data yang
berkaitan dengan sistem pengupahan.

b. Metode Interview
Metode interview yaitu: “metode pengumpulan data
dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan

dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan

B Sutrisno Hadi, Metodologi, him. 136




penyelidikan.”z" Interview dilakukan dengan cara

mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  secara  lisan
mengenai perjanjian kerja, sistem pengupahan dan lain-

fain

berdasarkan pedoman wawancara yang | telah
dipersiapkan socara terstruktur atau tidak terstruktur dan
kemudian  dikembangkan  pertanyaan-pertanyaan
tambahan untuk memperoleh keterangan atau informasi
secara menyeluruh.
6) Metode Analisis Data

Dalam pelaksanaannya akan digunakan metode Analisis

deskriptif, Analisis gender dan Analisis Komparatif

a.  Metode Analisis Deskriptif yaitu: “analisis yang
bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek
penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh
dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak
dimaksudkan untuk pengujian hipotesis”.25 Metode ini
penulis terapkan untuk memberikan gambaran
mengenai kondisi atau keadaan dari subjek penelitian.

b. Metode Analisis Gender yaitu: “analisis yang menjadi

alat untuk memahami ketidakadilan yang menimpa laki-

24 Ibid, him. 193 .
25 gifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), him. 126
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Jaki dan perempuan, yang mempertanyakan
ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis
kelamin”?® Metode ini penulis terapkan untuk
mmemahami apakah ada perbedaan perlakuan sosial
antara pekerjaburuh laki-laki dan pekerja/buruh

perempuan.

 Metode Analisis Komparatif yaitu: “cara berpikir guna

mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan,
sebab akibat, yakni fahor-fai@or tertentu  yang
berhubungan dengan situasi atau fenomena yang
diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan
yang lain.2’ Metode ini penulis terapkan pada Bab IV,
yang akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan
hukum positif dan hukum Islam sehubungan dengan
masalah upah bagi pekerja/buruh perempuan menurut

pandangan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca membaca skripst ini, maka perlu

penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

% Apnes Widanti, Hukum, him. 6
27 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Hukum Dasar, Metodologi dan Teknik

(Bandung: Tarsito, 1994)



Bab I

Bab II

Bab IiI

Bab IV

Pada bab ini memuat tentang pokok-pokok pikiran dasar

yang menjadi landasan untuk pemabaman selanjutnya,
yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,
metodologi penelitian, sistematika pembahasan

Pada bab ini memuat tentang Konsep dasar tentang upah
menurut hukum positif dan hukum Islam, yang meliputi
pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat
upah, jenis-jenis upah, serta man€aat upah.

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum PD.
Mujur Jaya Kroya yang terdin dari gambaran umum PD.
Mujur Jaya, profil tentang pekerja/buruh PD. Mujur Jaya
dan profil pekerja perempuan PD. Mujur Jaya

Pada bab ini memuat tentang analisis hukum positif dan
hukum Islam terhadap sistem pembenan upah bagi
pekerja/buruh perempuan di PD. Mujur Jaya Kroya yang
terdiri dari sub pokok sistem pemberian upah yang
diberikan oleh PD. Mujur Jaya Kroya terhadap
pekerja/buruh perempuan, analisis hukum positif terhadap
sistem pemberian upah di PD. Mujur Jaya Kroya dan
analisis hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di

PD. Mujur Jaya Kroya.
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Bab V Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan

penutup.
Di samping kelima bab pembahasan materi, pada bagian akhir skripsi

terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.




BABII

KONSEP DASAR UPAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM

ISLAM

A. Menurut Hukum Positif

1.

Pengertian Upah

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan pengertian upah baik
secara etimologi maupun secara terminologi. Upah secara etimologi
yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau
sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan
sesuatu.’

Secara ferminologi upah adalah pembayaran yang diterima
pekerja/buruh  selama 2 melakukan pekeljaaﬁ atau dipandang
melakukan pekerjaan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 8
Tahun 1981 tentang perlindungan upah pasal 1 (a), upah adalah suatu
penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha untuk pekerja atau jasa
yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk
uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan
permldang-undangm dan dibayar atas suatu peganjian kerja antara
pengusaha dan karyawan termasuk tunjangan baik untuk karayawan

cendiri maupun keluarganya.” Adapun menurut Undang-undang No.

P

hlm. 994

2§ alu Husni, Penganiar,

' WIS Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988),

him. 116
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Upah yang merupakan bagian dari kompensasi yang diberikan oleh

perusahaan kepada karyawan, timbul pada saat adanya hubungan kerja

dan berakhir setelah hubungan kerja tersebut putus.
Dasar Hukum Upah

Upah diberikan berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan No.
13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang
perlindungan upah, sebagai imbalan jasa terhadap pekerja/buruh yang
telah melakukan pekerjaan, seperti yang telah disebutkan di atas.

Sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh  berhak memperoleh
penghasilan  yang memenvhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, yaitu jumlah penerimaan atan pendapatan pekerja/buruh
dari hasil pekerjaannya schingga memenuhi . kehidupan hidup
pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan
dan minuman, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan
jamianan hari tua.> Di samping itu, pemerintah juga telah meratifikasi
konvensi ILO No. 100 tahun 1951 yaitu Undang-undang No. 80 Tahun
1957 tentang pemberian remunerasi yang sama bagi pekegja

perempuan dan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya ®

——

S Dumialdji, Perjanjian

6
Payam

www.nakertrans.go.idIZOOS. (13-01

Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 29
Peranan Etika dalam Bisnis, (on-line)

Simanjuntak,
an Sunay -2007), him. 2
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3. Jenis-jenis Upah

Menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem upah,’

yaitu:

a. Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka
waktu pekerja/buruh melakukan pekerjaan, untuk tiap jam diberi
upah jam-jaman, untuk sehari bekerja diberi upah harian, untuk
seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja

diberi upah bulanan dan sebagainya.

. Sistem upah potongan

Sistem upah potongan ini sering digunakan untuk mengganti
sistem upah jangka waktu, bilamana hasil pekerjaan tidak
memuaskan. Karena upah ini hanya bisa ditetapkan jika hasil
pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah

banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang

dikerjakan.

. Sistem upah permufakatan

Sistem upah permufakatan pada dasamya adalah upah potongan,
yaitu upah untuk hasil peketjaan tertentu, misalnya pada pada
pembuatan  jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan
mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah

diberikan kepada pekerja/buruh masing-masing, melainkan kepada

135

7 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, 1995), him. 133-
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sekumpulan pekerjaburuh  yang betsama-samq melakukan
pekerjaan it
d. Sistem skala upah berubah
Pada sistem skala upah berubah ini terdapat pertalian antara upah
dengan harga penjualan hasif perusahaan. Upah akan naik ataun
turun menurut naik turunnya harga penjualan barang hasil
perusahaan.
e. Sistem pembagian keuntungan
D1 sampi‘r.xg upah yang diterima pekerja/buruh pada waktu-waktu
tertentu, ‘pada penutupan bahan baku bila temyata majikan
mendaﬁat keuntungan yang cukup besar, kepada pekerja/buruh
diberikan sebagian dari keuntungan itu.
4. Manfaat Upah
Perusahaan dalam menetapkan tingkat upah kepada para tenaga
kerjanya harus bersikap adil, sesuai dengan tingkat upah umum afau
sesuai dengan golongan tenaga kerja tersebut menduduki jabatannya.
Apabila perusahaan menetapkan upah di bawah upah umum
kemungkinan akan menimbulkan keresahan, karena kemungkinan
tenaga kerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun manfaat upah,® yaitu:

SR

8 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: BPFE, 1992), him.
117-118
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a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi, karyawan menerima upah adalah

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (kebutuhan
ekonomi).

b. Pengkaitan upah dengan produktivitas kerja, dalam pemberian
upah yang baik akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan
baik.

c. Pengkaitan upah dengan sukses perusahaan, makin beranj
perusahaan membenkan upah yang lebih tinggi menunjukkan
betapa makin suksesnya perusahaan tersebut.

d. Pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian upah, ini
berarti bahwa pemberian upah yang tinggi dihubungkan dengan

persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan.

B. Menurut Hukum Islam

Dalam khazanah figh klasik, konsep yang bersentuhan langsung
dengan masalah figh perburuhan adalah konsep hukum sewa-menyewa ®
Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua, sewa-menyewa dalam bentuk
barang (jjarat al’ain) obyeknya adalah manfaat dari benda dan sewa-

menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah-

mengupah (ijarat al-‘amal).
Konsep figh perburuhan dikembangkan dari ragam ijarah al-‘amal

yaitu transaksi antara orang dengan orang lain secara individual atay

? Ridwan, Figh Perburuhan (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), him. 3-4
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antara individu dengan pemilik modal dalam sebuah perusahaan untuk

mengerjakan sesuatu dengan imbalan tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu. Dari sini kemudian para ulama membagi model jaras al’amal
menjadi dua,'’ yaitu gjir al-wakhid yaitu akad ijarah yang bersifat
individual (sektor informal) dan gjir al-musytarak yaitu akad ijarah yang
bersifat umum dan dalam sebuah ruang kerja yang besar (sektor formal).

1. Pengertian Jjarah

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan pengertian ijarah
baik secara etimologi maupun secara terminologi. Kata ijarah berasal
dari bahasa Arab yaitu a/-ajru yang secara etimologi berarti al-iwadhu
(ganti). Oleh karena itu kata ats-fsawab (pahala) danamai ajrun
(upah),'" namun Wahbah Al-Zuhaili mengartikan jarah secara
etimologi sebagai bai 'u al-manfa’at (menjual manﬁnat),'2

Secara terminologi jjarah adalah agad terhadap manfaat untuk
masa tertentu dengan harga tertentu pula."” Adapun agad sebagaimana
dikemukakan Ulama figh, adalah perikatan yang ditetapkan dengan
ijab dan Qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada
objeknya.' Namun demikian, para ulama mendefinisikan ijarak
bermacam-macam sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili,

seperti ulama hanafiyah mendefinisikan jarah sebagai berikut:

hlm. 731

10 Ibid, him. 4 ) . . .
12 Wahbah Al-Zu

13 by Bakr Jabir Al-Jazairi, Minkaju Al-Muslim, alih bahasa Fadhli Bahri (Jakarta: Daru

haili, Al-Fighu Al-Islami Wa ‘adilatuh, juz IV (tk: Daru Al-Fikr, 1993),

AL-F 2002), him. 523
alah, ) Figh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), him. 44

4 Rahmat Syafe’i,
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‘Sub,qcétltubw

Menurut Ulama Syafi’iyah ijarah adalah:
UV J Al B i Le 2 gles 33 guein drin o aae
esles 2 g2

Menurut Ulama Malikiyah dan Hambaliyah ijjarah adalah:
T2 37 4n glan 830 3> L g od o8 UL LIS
Selain ulama tersebut di atas masih banyak ulama liin yang
memberikan definisi jjarah, seperti Sayyid Sabiq memberikan definisi
sebagi berikut:
B2 9 & Wy e aze

Sulaiman Rasyid mendefinisikan jjarah sebagai aqad atas manfaat

yang dimaksud lagi diketahui, menurut syarat-syarat yang akan
datang.'” Hendi Suhendi mendefinisikan jarak adalah menukar
sesuatu dengan imbalannya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
menjadi sewa menyewa yang disebut baiw’ al-manafi (menjual
manfaat) dan upah mengupah yang disebut baiu’ al-quwati (menjual

tenaga atau kekuatan).”’

s

15 Wahbah Al-Zubaili, AF-Fighu, blm. 732

16 Ibid
7 1bid

19 Sylaiman Rasyid, -
20 fendi Suhendi, Fiq

18 p;
Ioid Figh Islam (Jakarta: Attzhiriyah, ), him. 200
h Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 290
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Jumhur Ulama Figh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual
manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan
bendanya. Oleh karena itu, mereka dilarang menyewakan pohon untuk
diambil buahnya, sapi unfuk diambil susunya, sumur untuk diambij
airnya, karena semacam itu bukan mengambil manfaat dari bendanya
tetapi mengambil hasil dari benda tersebut.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan ijarah adalah agad pengambilan manfaat atas suatu
benda atau pekerjaan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah

imbalan tertentu pula. Jadi dalam hal ini benda tidak berkurang sama
sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut baik

berupa manfaat barang seperti menyewakan kendaraan, rumah maupun
berupa manfaat pekesjaan seperti pekerja/buruh (ka.xyawan).
2. Dasar Hukum [jarah

Hampir semua Ulama Ahli Figh sepakat, bahwa jjarahk
disyariatkan dalam Islam. Adapaun golongan yang tidak mnyepakati
adalah Abu Bakar Al-Aslam, Ismail bnu Aliyah, Hasan Al-Basri, Al- .
Qasyani, An-Nahrawi dan Ibnu Kaisan, mereka menganggap bahwa
jjarah adalah jual beli kemanfaatan, sementara manfaat tidak dapat
dipegang (tidak ada) dan sesuatu yang tidak ada tidak dapat

dikatagorikan jual beli.”'

21 Wahbah Al-Zuhaili, A/figh, him. 730
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Walupun ada pendapat yang melarang jjarah, tetapi oleh Jumhur
Ulama pandangan yang ganjil itu dianggap tidak ada 2

Jumbur Ulama berpendapat disyariatkannya ijjarah berdasarkan
pada al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’.
a. Al-Qur’an

Firman Allah QS. Al-Qashash: 26-27

Ayat di atas menjelaskan bahwa praktek ijjarah telah
dilaksanakan sebelum Islam datang, dan pada ayat terscbut
mengisyaratkan bahwa pengusaha dilarang memberikan pekerjaan
yang sangat berat, terhadap pekegaburuh mereka harus
memberikan peketjaan sesuai dengan kemampuan pekerja/buruh
dengan diimbangi oleh upah yang memadai.

Firman Allah QS. AnNisa: 29

2 Welmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), him. 30

23 Depag RL Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), him. 613
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Ayat di atas memberi peringatan terhadap orang-orang
mu’min supaya tidak tamak (rakus) terhadap hak orang lain dengan
mengambil hak-haknya tanpa melalui jalan yang benar, oleh karena
itu orang mu’min dilarang memakai harta orang lain, dan jangan
bersengketa karena maslah harta dengan jalan barthil (curang).
Pendapat Hasbi Ash-Shiddiqi, jalan bathiI.A ﬁwnumt syara’
adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diridlai
oleh pemiliknya atau menggunakan harta bukan pada tempatnya.
Termasuk jalan bathil adalah berbuat curang, menipu,
pembengkakan (mark up) dan sebagainya danlmenggunakan harta
pada jalan yang haram.*
Berdasarkan ayat di atas, al-Qur’an menetapkan beberapa
kaidah mengenai harta:*® |
a. Harta perseorangan dipandang sebagai harta umat scluruhnya,
namun hak milik haruslah dihormati dan dipelihara orang yang
mempunyai harta diwajibkan memberikan bantuan terhadap

orang yang membutuhkan. Seseorang tidak boleh menyerobot

24 g7
Ibid, him. 112

25 [mam Nurdiman, Skripsi Parndangan Hukum Islam terkadap Sistem Pemberion Upah
Borongan Studi Kasus di Perusahaan Mie Sohun Miuku Purwokerto (Purwokerto: STAIN, 2004),

him. 24
% Ibid
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harta orang lain tanpa izin pemiliknya, begitu juga sescorang
tidak boleh merampas hak-hak orang lain.

Ayat di atas juga memerintahkan agar mencari harta dengan
cara perniagaan (ijarah dan sebaginya) yang ditegakkan atas dasar
persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, realisasi
persetujuan tersebut dinyatakan dengan melakukan agad antara
matsing-masirig'pihak.27

Firman Allah QS. Ath-Thalaq: 6

4 s -

:’/ ’!:’}»

S B Ao p b oS L ol
Firman Allah QS. Al-Kahfi: 77

A ade o dsd can ) 6

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai
hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaanya begitu sebaliknya
majikan wajib membayarnya.

b. As-Sunnah
Sabda Nabi SAW:
oy e Bl oo oM oo Vg Lo B, 225 e e
Lols a8 ot 8 2 o € eV G on Yy S
Ji3 cil= af e 8 I LAl o, b g

27 Hasbi Ash-Shiddigi, Tafsir Al-Qur ‘anul AlMajid An-Nur (Semarang: PT Pustaka Rizki
Putra, 2000, him. 834-836

28 Depag R-L A[_Qnr ‘an, him. 946
® 1bid, him. 455
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Hadits di atas menjelaskan bahwa ijarah pemah dipraktikian
pada masa Nabi dan sahabat, terbukti bahwa pada masa itu Nabi
'SAW dan sahabat Abu Bakar melakukan agad (perjanjian) dengan
sesecorang dan Bani Ad-Dili untuk menjadikannya sebagai
penunjuk jalan dengan memberikan upah.
Sabda Nabi SAW:
rujw;ﬁsuu&sdfjdudxsﬁpdﬁimgo;
e Lo g lolyy 4 s Gt O S0 Ly V1 shesd
Hadits di atas memerintahkan bahwa bagi secorang pengusaha
yang mempeketjakan karyawan supaya menyegerakan pemberian
upahnya sesuai dengan agad yang telah disepakati bersama.
Sabda Nabi SAW:
o ooy e &1 oo B Sy (£ I B drs )
a1y ald Uy ot o9 027 Cne oy Lot
Zaasloly, oed |

30 mam Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz Il

(Beirut: tp,it), him. 48 .
31 Abu Abdillah Muhammad Iba Yazid Al Qozwani, Surcan Ibnu Majah, juz 1l (Beirut:

Darul Fikr, 1995), him. 20 Do
32 A} [mam Muhammad Asyaukani, Nailu Al-Authar, juz V (Beirut: Mustafa Al-Babi Al-

Halabi, tt), him. 329
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Hadits di atas memerintahkan kepada pengusaha supaya
memberitahukan upahnya kepada karyawan baik dari segi
wujudnya, jumiahnya maupun waktu pembayarannya, supaya tidak
terjadi perselisiban antara masing-masing pihak.  Ketentuan
tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan kerja sebelum
mulainya melaksanakan suatu pekerjaan.

Sabda Nabi SAW:

I ey ade & (o @1 gy J B30 ) oo

ttaart oS oy 1 LB o gt BV T Jorgie

bi-g by ¥ fudeldn L@l

oﬁ\dﬁengpﬁiﬁz\ﬁm\&))d‘){

P e o ey,

Hadits tersebut menerangkan bahwa Allah SWT akan memerangi
mereka pada hari kiamat sebagai pengganti orang yang mereka
Pengharaman khianat dan pembantaian janji serta
pejualan orang merdeka telah disepakati oleh ulama **

Kalimat “fsaufa minhu” maksudnya buruh telabh menyelesaikan

dhalimi.

pekerjaannya dengan  sempuma tetapi majikan tidak mau

membayarnya, maka itu termasuk memakan harta orang lain secara

bathil.*

3 Abdullah Muhammad [on Yazid Al Qozwadi, Sunar, bim. 19
34 ymam Nurdiman, Skripsi, Pamkmg"m him. 28
35 Ash_Shan’am M’Ma’ﬁfbi Al-Amir, Subulu As-Salam, Juz 111 (Semamng: Toha ).
him. 80-81 Putra,
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Sabda Nabi SAW:

o o pmimt B g il oo o Lo ) 0
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c. Ijma’

Para ulama bersepakat, tidak ada seorangpun ulama yang
membantah kesepakatan ini. Sekalipun ada beberapa ulama di
antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu dianggap
tidak ada,®’ kesepakatan ini di ambil karena manusia membutuhkan
akan adanya ijarah untuk memenhi kebutuhan hidupnya, sehingga
apabila aqad jual beli terhadap benda diperbolehkan maka wajib
membolehkannya aqad ijarah atas manfaat **

3. Rukun dan syarat sah [jarah

Suatu bentuk (mu’amalah) yang berhubungan dengan hukum akan
menjadi sah apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun
dan syarat yang telah ditentukan oleh syari‘af Islam, demikian juga
dalam hal jjarah.

Dalam menentukan rukun jarah itu hanya ada satu yaitu ijab dan
qabul, yang antara lain dengan menggunakan kalimat al-jjarah, al-
istijar, al-ikhra dan al-ikra,” yang menyatakan adanya penukaran
antara si penyewa dan yang menyewa. ljab dab gabul selain dengan

ucapan bisa juga dengan isyarat, tulisan maupun tindakan. Menurut

3 [mam Abu Abdultah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shakih, him. 54

37 Sayyid Sabig, Figh, him. 199
38 Wahbah Al-Zuhaili, A--Fighu, him. 731

3 rbid, hlm. 74
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mereka yang menjadi rukun adalah kerelaan kedua belah pihak, namun
karena kerelaan itu terletak dalam hati yang tidak kelihatan, maka
diperlukan adanya indicator yang menunjukkan kerelaan tersebut yaitu
dengan ijab dan gabul.*

Mengenai pengertian ijjab dan gabul terdapat perbedaan pendapat
antara ulama Hanafiyah dan selain Hanafiyah. Menurut ulama
Hanafiyah ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan
kerelaan yang diucapkan oleh orang pertama dan qabul adalah orang
yang berkata setelah orang menyatakan jab sedang menurut Ulama
selain Hanfiyah ijab adalah ucapan dari orang yang menyatakan
sesuatu (barang/manfaat) baik dikatakan oleh orang pertama atau
kedua dan gabul adalah persyaratan dari orang penerima sesuatu *'

Menurut Jumhur Ulama, rukun jjarah ada empalat,“2 yaitu

a. orang yang beraqad (M 'gjir: orang yang menyewakan atau

orang yang memberikan upah dan Mustajir: penyewa atau
orang yang menerima upah)

b. Sighat (ijab dan gabul)

c. Ujrah(upah)

d. Manfaat
Sementara golongan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hambaliyah

berpendapat bahwa rukun jjarah ita atas: mu’ajir, mustajir, al-ma’qud

40 Rahamt syafe’i, Figh, hlm. 46
41 Rahamt syafe’i, Figh, hlm. 46
4 \Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fighu, hlm. 131
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‘alaih (objek yang dijadikan sasaran yang berujud imbalan) dan

.s'ighat.43

Adapun mengenai syarat sahnya suatu ijarah,* yaitu:
Berkaitan dengan agid (orang yang berakad)

Bagi masing-masing pihak (mu'gjir dan musta’jir)
disyaratkan cakap untuk bertindak. Dalam hal ini para ulama
berpendapat kecakapan bertindak seorang ditentukan oleh hal-hal
yang bersifat fisik maupun psikis. Oleh sebab itu, ulama
Syafi’iyah dan hambaliyah mensyaratkan baligh atau jika tidak
berakal melakukan agad ijarah seperi menyewakan harta mereka

atau dirinya (menjadi seorang pekega/buruh di sebuah

perusahaan), maka ijarahnya tidak sah.
Kedua belah pihak yang berijarah harus berbuat atas

kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Oleh karena itu aqad
ijarah tidak sah dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya
atas dasar keterpaksaan itu datangnya dari masing-masing pihak
ataupun dari pihak lain.”
Bagi orang yang beraqad ijarah juga disyaratkan
mengetahui ma 'qud ‘alain®® Di antara untuk mengetahui ma'qud
«alaik (barang) adalah dengan menjelaskan manfaat pekerjaan yang

dikerjakan, penjelasan waktu agar pekerja/buruh mengetahui wakiu

e —

4 1mam Nurdim
44 Wahbah Al-Zu
4 Helmi Karim,
4 [endi Suhendi,

an, Skripsi, Pandangan, him.98
haili, AI-Fighu, him_ 736
Figh, him. 35

Figh, him. 117
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yang wajib dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kera, dan
penjelasan jenis pekejaan agar masing-masing pihak untuk
memecah jka terjadinya perselisihan. ¥/

b. Berkaitan dengan Nafsu Al-Aqad (zat aqad)

Mengenai zat aqad itu sendiri, agad merupakan suatu
‘nacam tasharuf yang dilakukan oleh sescorang dengan ketetapan
syaraL48 Menurut Fuqaha, agad adalah perikatan antara ijab dan
qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara’, yang menetapkan
persetujuan di antara kedua belah pihak * |

Dari Kedua pengertian di atas, lafad aqad bisa digunakan
untuk sumpah, perjanjian, kesepakatan atau persetujuan dalaﬁl
bidang mu’amalah (iiarah).

Agad mempunyai akibat hukum yang. mengikat terhadap
masing-masing pihak yang melakukannya, yang menimbulkan
suatu hak (kewenangan memanfaatkan sesuatu dalam kekuasaan
atau milik orang lain) dan-iltizam (seseorang yang dibebani suatu

pekerjaan atau mengerjakannya untuk kemaslahatan orang lain

menurut ketentuan syara’).
c. Berkaitan dengan ma'qud ‘alaih (objek ijarah)
Ulama figh sepakat tidak boleh menyewakan objek ijarah

untuk  keperluan maksiat seperti, menyewa seseorang untuk

—
afe’i, Figh, him. 126-12_7
Figh Muamalah, (Semarang: PT Pusiaka Rizki Puti,

47 Rahamt sy
4 Eachi Ash-Shiddiqi, Pengariar

1997), him. 24-25
9 1bid, him. 26
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membunuh orang lain.  Selain itu objek ijjarah bukan suatu
kewajiban bagi penyewa, seperti menyewakan orang untuk
melaksanakan shalat bagi penyewa.”

d. Berkaitan dengan wjrah (upah)
Upah menuru Madzhab Hanafi tidak sejenis dengan

manfaat yang di sewa | Seperti mempenukarkan pekerjaan
pekerja/buruh dengan peketjaan lain yang sama persis.”!

Upah merupakan sesuafu yang bernilai harta, oleh karena
tu upah harus disyaratkan diketahui jut;ﬂahnya baik dalam sewa

menyewa maupun upah men.g;upah"'2 - Upah dalam agad upah

mengupah harus diketahui dengan jelas waktu pembayarannya >3

4 Macam-macam Jjarah

Adapun objek ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara

mempekerjakan Sescorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti

fukang jahit, pembantu rumah tangga, maupun pekerja/buruh pabrik,

Wahbah al-Zuhaili membagt ijarah terhadap pekerjaan (jjarah ‘ala
al ‘amal) menjadi dua bagianf 3 yaitu:

a. Ijarah khusus (ijarah al-khas)

aian ed, Ensiklopedi Hubkum Isiam (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,

30 Abdul AzizD
tt), hlm. 66
;;Ibtd,hlmééd Figh, bl 118
Hendi Suhendl, u
53 Gyhrawati K. Lub bis, Hs mfko apedzmm;nl;:a?égw Sinar Grafika, 2000), him. 153 A

>4 Dahlan
53 @ﬁ‘é’ﬂ Zuhaili, AI-quhu him. 766-767

37




Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja, hukumnya tidak

boleh bekerja selain kepada orang yang telah memberinya

pekerjaan.

b. Ijarah serikat (jjarah al-mustarikh)
Yaitu jjarah yang dilaksanakan secara bersama-sama atau melalui
kerjasama, seperti tukang celup, tukang pandai besi, tukang binatu

maupun buruh pabrik, dil, hukumnya adalah dibolehkan kerjasama

dengan orang lain.
5. Manfaat ljarah
Ijarah disyarifaﬂ(an karena merupakan salah satu bentuk kegiatan

mu’amalah yang dari kegiatan tersebut manusia mampu hidup

berkecukupan, sehingga manusia
ibadahnya dengan tenang. Di dalam garah juga

sebagai makhluk Allah SWT dapat

melaksanakn

tercermin adanya kerjasama antar
dupnya, seperti manusia membutuhkan tenaga kerja orang

manusia untuk saling melengkapi

kebutuhan hi

fain untuk memajukan suatu usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa

jjarah betul-betul dihajatkan oleh umat manusia.*
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TINJAUAN UMUM PD. MUJUR JAYA KROYA

_A. Gambaran Umum PD. Mujur Jaya Kroya

1. Sejarah dan Perkembangan PD. Mujur Jaya Kroya
PD. Mujur Jaya didirikan pada tanggal 20 Oktober 1990. PD.

Mujur Jaya yang terletak di jalan Mujur Kroya ini didirikan oleh

Bapak H. Martono dengan bentuk badan perseorangan. PD. Mujur

Jaya memperoleh {jin usaha dari Pemda Tingkat I Cilacap pada tahun

1992 dengan nomor jjin usaha 150/PL.21-1052/05.

perkembangan PD. Muur Jaya sampai saat ini samgat

menggembirakan. pada saat didirikannya hanya mempunyai 1 unit

mesin produksi, sekarang sudah memiliki 7 unit mesin produksi.

Bahkan, perusahaan ini masi
datang untuk dikembangkan, karena dari tahun ke

h memiliki peluang yang sangat baik di

masa yang akan
terima oleh PD. Mujur Jaya terus meningkat.

tahun permintaan yang di
ndirikan PD. Mujur Jaya, B
selama 5 tahun dan Bapak Riono selama 2

Sebelum me apak H. Martono bekerja

sama dengan BapaK Suken
ahaan yang memproduksi barang yang sama. Dengan

tahun pada perus
bekal pengalaman yarg
tu, Bapak H Martono
rekannya dan mendirikan perusahaan sendiri

dimilikinya dan melihat peluang bisnis yang

ada pada saat | pada tahun 1950 melepaskan

kegjasama dengal kedua
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dengan jenis barang produksi yang sama dengan rekannya dulu yaitu

memproduksi sohun.

Perusahaan yang didirikan oleh Bapak H. Martono diberi nama

PD. Mujur Jaya sesuai dengan daerah dimana PD. Mujur Jaya itu

berdomisili dengan merk produksi “Gelang Indah™. Perkembangan

PD. Mujur Jaya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang

pesat, bahkan untuk saat ini dapat dikatakan sebagai perusahaan yang
terbesar di antara perusahaan sejenis yang ada di wilayah Kabupaten

Cilacap.

2. Struktur Organisasi

PD. Mujur Jaya adalah perusahaan perseorangan. Bentuk ini

paling sederhana, di mana tidak terdapat pembedaan

merupakan yang
badi dengan hak milik perusahaan.

pemilikan antara hak milik pri

Harta benda yang merupakan kekayaan pribadi sekaligus juga

merupakan kekayaat perusahaan yang setiap saat harus menanggung

kewajiban perusahiaafl itn. Semua kekayaan maupun keuntungan serta
yang timbul akan di
perscorangan ini mempunyai kebaikan-kebaikan,

bil dari pemiliknya secara pribadi
hutang ambl pemilikny pribadi.

Bentuk perusahaan
yaitu: pertama, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang
jmal cukup hanya dengan memiliki SIUP (Surat

aspek hukum yang min

Jjin Usaha perdagangan)
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Organisasi merupakan sistem interaksi antara anggota

dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan

tertentu. Struktur organisasi merupakan kerangka dari beberapa

bagian yang bergerak ke arah satu tujuan dalam lingkungan

manajemen. PD. Mujur Jaya menggunakan struktur organisasi

yang di dalamnya menggunakan garis wewenang yang
berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk struktur organisasi PD

Mujur Jaya adalah sebagai berikut:

1
) , 3
|
4 |5
[
| P I 10 i1 12 13 14

Struktur Organisasi PD. Mujur Jaya

Gambar 1.

Keterangan.

1) Pimpinan

2) Administrasi Umumm
3) Keuangan/bendahar
4) Staf Bimbingan Mentz!
5) Staf Produksi

6) Staf Pemasaraf




7) Gudang dan Perlengkapan

8) Karyawan Produksi Unit I
9) Karyawan Produksi Unit IT
10) Karyawan Produksi Unit III
11) Karyawan Produksi Unit IV
12) Karyawan Produksi Unit V
13) Karyawan Produksi Unit VI

14) Karyawan Produksi Unit VII
Tugas dan tanggung Jawab masing-masing bagian yang

terdapat pada struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pimpinan
2. Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan

perusahaai.

b. Mengadakan penelitian dan

aksanakan bawahan

baik jangka panjang maupun jangka

pertimbangan atas hasil kerja

yang dil
c. Membuat perencanaan

pendek.
b untuk menyelesaikan  masalah

d. Bertanggung jawa
perusahaan paik intern maupun ekstern

2) Administrasi Umum

Membantu pimpinan dalam hal pengadaan surat-menyurat,

a.
dan pengolahan pegawai

pembukuan




|
i
I
t
i
!
i
i
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3)

4)

b. Meningkat

b. Mengkoordinasi administrasi perusahaan secara

keseluruhan
c. Mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan

kegiatan perusahaan termasuk rencana dan pelaksanaan

perusahaan
d. Mencatat seluruh pembayaran gaji karyawan

Keuangan/Bendahara

a. Mengelola penerimaan, pengeluaran dan penyimpangan

keuangan perusahaan
Mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan pada

pimpinan perusahaan

c. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai

Staf Bimbingan Mental
Staf bimbingan mental karyawan adalah salah satu yang
membedakan antara PD. Mujur Jaya dengan perusahaan sejenis

yang lain karen2 setiap satu minggu sekali diadakan pengajian

rutin dengan tujuan antara lain:

a. Untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha

Esa
kan wawasan keagamaan bagi karyawan

Menciptakan suasana yang agamis dalam lingkungan PD.

Mujur Jaya -




5) Staf Produksi

a.

Melaksanakan dan mengawasi proses produksi mulai bahan
baku sampai menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi
Bertanggung jawab atas kualitas barang hasil produksi

Menentukan standar penggunaan bahan baku

Menentukan kualitas dan kuantitas dalam hal pembelian

bahan baku

6) Staf Pemasaran

a.

C.

Mengadakan kegiatan pemasaran termasuk  media
pemasaran dan cara pembayaran yang dilakukan
Mengadakan penagihan piutang yang jatuh tempo terhadap
pelanggan yang membeli dengan cara kredit

Melayani konsumen dalam hal transaksi pembelian

7) Gudang dan Perlengkapan

a.

b.

8) Karyawan

a.

b.

Mengawasi dant mencatat keluar masuknya barang

Menerima, menyimpan, memelihara, dan mengeluarkan

parang sesuai dengan permintaan masing-masing bagian

Produksi

Melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan

fitas produksi perusahaan
ksanakan semua instruksi dari pengawas produksi

akti
Mela

perhubungan dengan kegiatan proses produksi

yang
pcrusahﬂan
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B. Profil Pekerja/Buruh PD. Mujur Jaya

Jumlah pekelja/bumh yang dimiliki oleh PD. Mujur Jaya sampai
dengan tahun 2007 tercatat sebanyak 337 pekerja/buruh, dengan jumlah

pekerja laki-laki 109 orang dan pekerja perempuan 228 orang. Tenaga

kerja yang dimiliki perusahaan saat ini terdiri dari beberapa tingkat
pendidikan, karena PD. Mujur Jaya lebih mementingkan tenaga seseorang

untuk melaksanakan proses produksi schingga sebagian tenaga kerja yang

dimiliki mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah bahkan ada di
antaranya yang tidak tamat Sekolah Dasar.
B Tabel.1 Jumlah selurahl pekerjalbumh PD. Mujuar Jaya
Tamat SD Tamat Tamat Sarjana
SMP SMU

3475% | 4985% | 2020% | 473%

Jumlah pekerjafbumh yang dimiliki adalah 337 orang yang terdiri

. SD berjumlah 2 orang atau 0,60%, SD berjumlah 83 orang

dari tidak
umlah 167 orang atau 49,85%, SMU berjumiah 67

atau 24,78%, SMP ber)

0,20%, dan sarjana begum
kan calon tenaga kerja, PD. Mujur Jaya lebih

A 5 lah 16 orang atau 4,78 persen.

Dalam hal penari
mementingkan minat dari calon pekerja/buruh, khususnya pekegja/buruh
bagian produksi sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan
uan dan minat calon pekerja/buruh tersebut

difokuskan pada ke™®




. Profil Pekerja/Buruh Perempu

Sedangkan syarat yang diminta perusahaaan dalam hal penarikan tenaga

kerja antara lain:'

a. Mempunyai minat yang kuat tethadap pekegjaan yang akan

dilaksanakan
b. Jujur dan tekun dalam melaksanakan pekegjaan

c. Taat dalam hal menjalankan perintah agama

Dalam satu minggu pekerja/buruh bekerja selama 6 hari, dengan

jam kerja mulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB.

an PD. Mujur Jaya

isi ekonomi yang 1abil seperti ini juga membuat kebanyakan

masyarakat memilih pekerjaan tanpa banyak pertimbangan. Di sisi lain
pendidikan yang dimilikinya adalah rendah. Pekerja/buruh
ur Jaya dengan jumlah sebanyak 228 sebagian besar

Kond

latar belakang

perempuan di PD- Muj
i latar belakang pendidikan
dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

memili yang rendah, khususnya di bagian

produl(si.2 ini

-——“""/”’:edy Kurniawan sebagai Staf Administrast Umum PD. Mujue

1 yawancara dengat pak F

Jaya, Tanggal 20 April 2007

2 1bid
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Tabel.2 Sampel data pekerja/buruh perempuan PD Mujur Jaya

Nema | Umor | MeoBah | Ansk | Tamat Tamat | Tamat | Tamat
> sD sMP | smu | Ser

1. | Satimh 34k 4 4 Y o
2. | Kawen 35th v 4 7 -
3. | Zaenab 35th v 3 v -
4 | Mutmaimab | 3lth v 2 v -
5. | Kamsib 33 7 4 s -
6. | Sutimb 35th v 4 v -
7. | Kawi 34t v 3 4 n
3| Subart 251h v 2 s -
9. | Disem 35th v 4 v :
10. | Warti 26 s 2 4 -
11| Mabyabun 32t v 3 v -
12. | Rasih 3t 4 3 4 -
13. | Lasmini | 25th ’ 2 z -
14. | Kasiyem 30t v 3 4 :
5| Pamsinab__| 31 7 3 v -
16. | Tuyem ____3_1_(_!:__*_? ’ 4 Y ~
17| Umi —sm | 7 12 71 -
18. | Surtinah | 35th | 4 3 LA -
7o | Nz Kb T 1 4 -
20. | Tarsigi _15_9.-_—-——"—— 4 z -

Seperti yang dijelaskan pada tabel di atas pekerja/buruh perempuan
yang dimiliki perusahaan saat ini sebagian besar mempuyat latar belakang

rendah, karena PD. Mujur Jaya lebih mementingkan

pendidikan yang
untuk melaksanakan proses produksi, bahkan ada

tenaga ke]ja Seseomng
g tidak tamat sekol
ulis mengambil sample sebanyak 20 orang

ah dasar. Dan jumlah 228

pekerja/burub perempuat P
beg‘umlah 1 orang atau 5 %, SD begumlah 13 orang

yaitu tidak tamat SD

lusan saljana amu oo/o- 3

a/buruh perempuan yang ada di PD. Mujur

atau 20%, SMU berjumlah 2 orang atau 10%

dan tidak ada yang ¥

Sebagian besar peket)
g memiliki kondisi ekonomi lemah. Dorongan

Jaya adatah tergolong yan

-

3 Ibid
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untuk mencukupi kebutuhan ckonomi keluarga inilah yang membuat

pekerja/buruh perempuan menerima upah yang diberikan oleh perusahaan,

selain karena penghasilan yang diterima oleh suami mereka tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.*

Pekerja perempuan di perusahaan ini dituntut untuk bekerja cepat

dan teliti. Karena hasil yang mereka peroleh menentukan besar kecilnya

upah yang diterima.

Zengan Kawer Zaenab, Mutmainah, Subarti dan Sutirah sebagai pekerja PD.

4 wawancara _
Mujur Jaya, Tanggal 20 April 2007
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ANALISIS HUKUM POSITIF
BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DI PD.

BAB IV
DAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
MUJUR JAYA KROYA

A. Sistem Pemberian Upah Terhadap Pekerja/buruh Perempuan di PD

Mujur Jaya

Setiap tenaga kerja mem
untuk memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja berhak

iliki kesempatan yang sama tanpa

diskriminasi
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha,

karena setiap warga negard bersamaan kedud

ukannnya di dalam hukum
dan pemerintahan,' Sehinge? segala bentuk diskriminasi terhadap

uan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan

peremp
Undang-undang Dasar 1945.

Upah merupakan suatt hal yang
dari hasil jerih payah mercka dalam
pemberian upah kepada pekerja/buruh

penting bagi pekerja/buruh, karena

n adalah bent uk bekerja. Untuk PD.

Mujur Jaya sendiri dalam

ah dengan system upah
mendapat upah sesuai dengan jumlah unit yang

erempuan odal potongan.” Dalam sistem ini
pekerja/buruh perempuan
periode waktu tertenfu.
Sistem e mberian upah yang diterapkan oleh PD. Mujur Jaya
fa perempuat- Khusunya di bagian produksi adalah sistem

didikan dan Kebudayaan,UUD 1945 P-4 GBHN Kewaspadaan

! pepartemen lr;l en p
) ) m.
Nasional (tk:tp 1997). Jdengan pak Fredy Ku

2 ywawancara
1 2007

Jaya, Tanggal 20 Apri

cpiawan sebagai Staf Administrasi Umum PD. Mujur
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Perusahaan memberikan upah untuk per kwitalnya yaitu 30.000,00-

40.000 bagi pekerja perempuan (rabut, medar, mupul) dan 35.000,00-

45 ) , o
5.000 bagi pekerja/buruh laki-laki (ngepres, ngecor, gotong),”  seperti

yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perhitungan upah untuk bagian produksi
No. | Pekerja | Jumiah rata- | Upah/Kwintal Upah rata- Upah rata-
/buruh rata yang rata/10 hari rata/bulan
dihasilkan /10
hari
Pekerja/ | 4 kw Rp 45.000,00 Rp 180.000,00 | Rp 540.000,60
1. | buruh
laki-laki SN E—
Pekerja/ | 4 kw Rp 40.000,00 | Rp160.000,00 | Rp 480.000,00
9 buruh
" | peremp '
wan |
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan upah yang

diterima antara pekzrja/buruh perempuan dan pekerja/buruh laki-laki.

ni didasarkan atas beban pekerjaan yang di

Perbe upah pekerja/buruh laki-laki - dan
pekerja/burub perempuan |
ereka. pekerja/buruh
- per iwintalnya jika mereka memegang pekerjaan

anggung oleh m perempuan pun dapat menghasilkan

upah sebesar RP 45.000,
a ngep[es dan g0
n, melainkan berdasarkan beban pekegaan

i bogian agocd tong. Perbedaan upah ini tidak

atas jemis kelami

didasarkan
.7 Tugas yang d.lbebankan pada bag'an ngecor, ngepres

1 berat daripada tugas di bagian lain, seperti yang

_’_/—’;/ redy Kurniawan sebagai Staf Administrasi Umum PD. Mujur
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Upah kurang lebih sebesar Rp 480.000,00 (jika cuti tidak diambil)

untuk sebulan di daerah pedesaan seperti ini sudah cukup untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, setidaknya ini dapat membantu suaminya dalam f

mencukupi keperluan ekonomi keluarga. Oleh karena itu pekerjaan ini

merupakan pekerjaan pokok

keluarganya yang suaminya sebagian besar adalah buruh petani dan :
.

mempunyai anak banyak.®

tetapi pekega/burch

sebagai pemenuhan kebutuhan schari-hari ]
Jika dalam cuaca mendung atau hujan terus, r
|
\
|

sudah datang maka mereka mendapatkan upah minimum seharinya Rp :

penggantn uang transPoL

3000,- sebagai
kan keringanan khusus bagi pekerja/buruh

Peru'sahaan memben
10 yaitu cuti haid selama enam
5 pulan sebelum dan sesudah melahirkan serta

perempuan, hari untuk setiap bulannya dan
diberikan cuti selama 1,

uan uang untuk melahirkan sebesar 150..000,00 untuk setiap

diberikan bant
pekerja/buruh yang melahirkan.

i samping it perusahaan
‘sediakan oleh perusahaan sebanyak tiga kali tanpa

untuk makan yang dis
: dan untuk menunaikan jbadah sholat, yang dilakukan secara

yang satu dengan pekerja/buruh yang lain.

D memberikan waktu istirahat yaitu

"o, Lasmini, dan Mahyatun sebagai pekerja di PD. Mujur Jaya,

2 Wawancara dengan pise
Tanggat 23 April 2007
B Wawancara dengan Po Fredy KUl Mu”b‘;g“’ Siaf Administrasi Uisen PD. Mujur
Jaya dan Surtinah, Sutirah s€ sebagal (5 di PD. Mujur Jaya, " anges 25 April 2007
ngan P pak Fredy Kurniawan

10 yawancara d€
April 2007

sebagai Staf Administrasi Umum PD. Mujur

Jaya, Tanggal 25




. Analisis Hu

Mujur Jaya, Tan

53

Selain itu perusahaan juga menyediakan obat-obatan untuk mengantisipasi

jika ada pekerja/buruh yang pusing atau sakit."!
tara sebagian mereka ada yang menitipkan dulu upahnya
pada saat diperlukan mereka dapat

ereka ada kebutuhan,

Di an
terhadap perusahaan dan

Dan terkadang apabila di antara m
meminjam uang kepada pihak perusahaan

mengambilnya.
mereka bisa terlebib dahulu
dengan pelunasan diambil dari potongan upah. 2
kum Positif Terbadap Sistem Pemberian Upah Bagi
Pekerja/buruh Perempuan di PD. Mujur Jaya Kroya.

a perempuan tidak pantas jika diperlakukan semena-mena

Pekerj
yang sudah melekat pada pekerja perempuan

hanya karena pandangant
agai kelemahaniy? maka pekerja perempuan berhak

Kerja sesuai keahliann
sechingga pembangunan ekonomi dapat maju
kemampuan pekerja  perempuan.

1LO No. 100 tanggal 29 Juni

dengan berb .
ya dengan upah yang memadai

mendapatkan posisi
dengan memepercayaka’ pada
mcmﬁﬁkasi konvensi

No. 80 Tahun 1957 (TLN No. 1492 dan

tanpa adan

juga telah

. yndang-undans
tentang pemberia®

Pemerintah

remumerdasi yang sama bagi

em, dan Parsinah sebagai Pekegja di PD.

sebagai Staf Administrasi Umum PD. Mujur

11 Wawancara dengf:nzl;g,s; .
30 Ap pak Fredy Kurniawalt

2 yawancara denga?
A e pril 2007

Jaya, Tanggal 23 AP
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pekerja perempuan dan pekerja laki-laki unfuk pekerjaan yang sama '

nilainya."?
Upah sangat memegang peranan penting dan memberikan ciri khas '

b
ja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tjuan ;

suatu hubungan ket

utama dari seseorang pekerja/bumh melakukan pekerjaan.*  Suatu g
i
|

merupakan faktor penting

maupun mempertahankan tenagi kerja bagi kepentingan perusahaan yang

untuk menarik, memelihara

pakan bagian dari kompensasi yang diberikan oleh

Upah yang merd
perusahaan kepada karyawan, timbul pada saat adanya hubungan kerja
dan berakhir setelah bt
Berdasarkan ketentuan

g pengesahan

pasal 13 huruf 2 Undang-undang No. 7

o4 tan pBB 18 Desember tahun 1979, )
Tahun 1984 ten . |

menentukan:”’ . |
perhak atas pekexjaan, atas pilihan pekerjaan secara
g

. :_kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta

dari pengaﬂgg““"'L

pun berhak atas upah yang sama

a. Setiap oran

. san
Kerjaan Yan&
uneulepe perhak afas imbalan yang adil dan

suatu eksistensi uang layak bagi

an mcnjamin
menguntuﬂgka“ yang

pim. 2
.san Kebebasan Berserikat bagi Pekerja

tak, P
13 payaman S Simanjul?™ ey 115
14 | oty Husni, P¢ % Hu Kefelwg“""”
15 Bahder Joha? bzl ), b

(Mandar Maju: Bandur®

N
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martabat manusia untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan

dilengkapi, manakala perlu perlindungan sosial lainnya.
berhak untuk membentuk dan bergabung ke dalam

d. Setiap orang

serikat buruh guna melindungi kepcntingan-kepenﬁngannya,

Setiap pckcrja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan Yang layak bagi kemanusizan, yaitu jumlah

pendapatan pekeq

schingga memenuhi kehidupan hidup pekerja/buruh dan keluarganya

g meliputi makanan dan minuman, sandang, pangan,

rekreasi, dan jamianat
; konvensi [LO No. 100 tentang upah

secara wajar yan
haritua."‘ Di samping itu,

pendidikan, kesehatan,
uga telab meratifikas

iswanto Gastrohadiwiryo juga mneyatakan

Sejalan dengan 1 S |
baks ﬁ pekerj o/buruh perhak memperoleh penghasilan yang layak
wa setiap

bagi kemanusiaan-

13 Tahun 2003
penghasilan yang memenuhi

leh
sckerjaburuh  berb memper
joyak bog K

menetapkan perlindungan

jayak,

8 Unptuk mewujudkan

penghidupan yang
pcmel’intah

ilan yans .
penghas! ,  perwijudan penghasilan yang layak
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kebutuhan hidu
p layak Upah minimum adalah
“Pah bulanan terend
ah

yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan pokok.

pengusaha dan pekerj
ket :

etentuan pengupahan Yyang ditetapkan dalam peraturan perund
raku, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang

undangan yang be
19 <ni .
yaitu pengusaha dilarang membayar upah

No 13 tahun 2003 pasal 90
lebih rendah dari upah minimum yang
Jika kesepakatan tersebut ternyata lebih rendah

pakatan tersebut batal demi hukum 2°

peraturan perundang—undangan, kese]

ditetapkan oleh Gubemur setempat.

um ini adalah upab terendah yang akan dijadikan

sebenar-benarnya dari

peranan tenaga kerja (pekerja/buruh)

1) Untuk mewuj

sebagai sub sistem

2) Untuk mc»:lmdungl kelom

yang sangat rendah

ndorong kem

dengan pilai pekerjaa? yang 4

3) Untuk me
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3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai

dengan nilai pekerjaan yang dilakukan
minimum diberlakukan pada tiap daerah untuk

Penetapan upah

memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi
Gubemur Jawa Tengah Nomor: 561.4/78/2006

upah minimum pada 35 (tiga puluh
un 2007, untuk PD.

Dalam lampiran keputusan

tanggal 20 November 2006 tentang

lima) kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tah
kabupaten Cilacap yang tergolong wilayah

Mujur Jaya yang terletak di
timur (daerah pertanian) upah minimumnya yaitu Rp 521.000,-/bulan.
ngan upah minimum Rp 450.000,- maka untuk

Untuk PD. Mujur Jay2 de |
rempuan khususnya Yyans mendapatkan upah sebulan

0,- tersebut tidak sesuai dengan upah minimum
0,00/bulannya- Dengan penetapan upah
mbayar upai'n lebih rendah dan

pekerja/buruh pe

kurang lebih RP 480.00

kota Cilacap yaitu Rp 521.00

. ilarang me
minimum berartt pcngusaha di
yang ditetapkan-

rian upah potongan ini, meskipun

sistem pembe
uti haid selama enam hari untuk setiap bulannya
C

hal ini melebihi
3 Tahun 2003 pasal 81 yaitu
. atau bahkan tidak ada yang

upah minimum
Tetapi denga?

mberikad T
" lamanya cuti haid yang

perusahaan
kepada pekerja/bumh

dalam Und
uti haid ini J
ji i haid diambil maka

ditetapkan
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mengambil cuti tersebut berarti sama saja mercka tidak bekerja atan

lain tidak mendapatkan upah. Oleh karena itu, sistem
upah potongan yang dilakukan oleh

dengan kata
pemberian upah dengan system

perusahaan ini sangat merugikan pekerja/bu
ini berakibat pada kesehatan pekerja/buruh

meskipun pada hari-hari pertama

ruh perempuan yang memiliki

kekhususan biologis. Hal

perempuan yang terpaksa harus bekega

haid yang sering kali me

mereka.
gan d]benkanﬂ}’a pantuan uang untuk melahirkan

pekeqa/buruh perempuan yang
tetap bekeqa dengan upah

Begitu juga dem
000,00 untuk setiap
sebanding jik2 mereka
i melahirkan yang mat
gat me'mgikan pekerja/buruh

sebesar Rp 150-

melahirkan hal ini tidak

penuh tanpa dipotoné dengan !
ian llpah ini tentu san

diambil. Sistem pember!
dahal merek? fergolong pad2 keluarga yang mempunyai

uruhnya S
omi lemah dan sel ya
dup sehan-ha"ﬂ)’& Tetapi dengan sistem

i kebutuha? h
ka akan berkurang dan tidak cukup

nhasilan mere
celuarga jika mereka sedang menjalani fungsi

tidak mau harus

udah mempunyai anak yang harus

ekon

mereka cukup

pun cuti haid tersebut

gibayar perst meski

tetap
bulanya deng?” upe” dalam Undang-undang No 13

tahun 2003
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pasal 847 yaitu setiap pekerja/buruh yang )

menggunakan hak waktu istirahat seperti cuti haid atan melahirkan berhak

tentang ketenagakerjaan

mendapatkan upah penubh.

Untuk menampung keburukan sistem upah potongan ini seperti

kegiatan pekerja/bu

kesehatannya dan upah yans
jangka waktu yang terte
banyaknya hasil yang sedila
watu hari pekerjaburuh hanya

ini atu misalnya upah minimum
minimum untuk J
it-dikitnya untuk

sehari. Selain itu jumlah

pekerjaan sehari

menghasilkan jumlah yan
erima upah minimum sehari itu. Jika

juga hanya men
ebih banyak da‘t
i] pekerjaan itn.”
pD Mujur Jaya 5605 Rp 3000,- scbagai pengeant

itu, mereka akan .
minimum itu mereka menerima

hasilkan 1
mereka meng pah minimum sehan

yang diberikan oleh

mengeksplmtaﬂ tenaga mereka, seperti g'

itu mereka harus bekerja cepat dan

. gecara fJangsung hanya untuk
sesuai target perusahaan

be,kuahtas dan
pekega/buruh perempuan  yang




menginginkan upah besar untuk mencukupi kebutuhan hidup

keluarganya.

Selain itu, sistem pengupahan potongan ini sangat merugikan bagi

pekerja/buruh  perempuan yang sedang menjalankan  fungsi
aid atau melahirkan, yaitu dikaitkan dengan

reproduksinya seperti h
dan melahirkan yang seharusnya mereka bisa mengambil

ut dengan upah tetap dibayar penub. Tetapi
yang diberlakukan ialah sistem upah
pesar tidak mengambil cuti tersebut
berkurang, hal ini

cuti haid
waktu istirahat terseb
karena sistem pengupahatt
reka sebagial
terima nantinya 3ka

yang mereka kerjakan. Jadi, jika

potongan maka me

karena upah Yang di
dikarenakan upah dihitung dar hasil
i sama saja tidak bekerja atau

cenderung beker)2 S

o T crhadap Sistem pemberian Upah Bagi
a2 !

C. Analisis Huku™ Isl

h Perempuan di PD- Muj

kerja/buﬂ-'h
a semata—mam

juait hany
an bertuj - .
upah poton8 oD, M ujur Jaya itu seadiri maupun terhadap

Pekerja/burt .
perempuan dengan sistem

antuk menciptakan

uruh berlomba-lomba untuk

kesejahteraatt baik .
sinat pokei™®
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menginginkan upah besar untuk mencukupi kebutuhan hidup

keluarganya.

Selain itu, sistem pengupahan potongan ini sangat merugikan bagi

pekerja/buruh  perempuan yang sedang menjalankan  fungsi
reproduksinya seperti haid atau melahirkan, yaitu dikaitcan dengan
dan melahirkan yang seharusnya mereka bisa mengambil
ut dengan upah tctap dibayar penub. Tetapi

yang diberlakukan ialah sistem upah
tidak mengambil cuti tersebut

cuti haid
waktu istirahat terseb

potongan maka me
karena upah Yansé diterima pantinya akan
dikarenakan upah dihitung dari hasil yang mereka kerjakan. Jadi, jika

mereka mengambil cuti

tidak mendapatka® upah. Kem
tetap jumlahty

i sama saja tidak bekerja atau

a dan k&sehalzm reproduksi

mereka terima tidak

pekerja/buruh P‘?’fc"ﬂp"mn

cenderung pekerja 564

Sistem pemberian Upah Bagi
C. Analisis Huku® Isla
PeremP"‘"‘

pah terhadaP peke

pemberiant ¥
a4 Semata‘

jpan haﬂy
upah tOﬂgan bertuj
pah po oD, Mujur Jaya jtu sendiri maupun terhadap

perempuan dengan sistem

Pekerja/burub
qa/buruh

untuk menciptakan

uruh perlomba-lomba untuk

pekerjal®
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menginginkan upah besar unfuk mencukupi kebutuhan hidup

keluarganya.

Selain itu, sistem pengupahan potongan ini sangat merugikan bagi

pekerja/buruh perempuan  yang sedang menjalankan  fungsi
aid atau melahirkan, yaitu dikaitkan dengan

arusnya mereka bisa mengambil
penuh. Tetapi

reproduksinya seperti b
dan melahirkan yang seh
ut dengan upab ti2p dibayar
yang diberlakukan ialah sistem upah
tidak mengambil cuti tersebut
berkurang, hal ini

cuti haid
waktu istirahat terseb
karena sistem pengupahaﬂ
reka sebagiat besar
erima nantinyd akan

yang mereka kerjakan. Jadi, jika

potongan maka me
karena upah Yyangé dit

dikarenakan upah dihitung dari hasil
tersebut berarti sam

mereka mengambil cuti
kan upah- Kemudian hal ini berakibat pada upah yang
a dan keschatan reproduksi

{urang terperhatikan karena mereka

jebihan

a saja tidak bekerja atau

tidak mendapat

mereka terima tidak
pefempuan

pekerja/buruh
ecard perlebil

cenderung bekerja 5

| i perian U .
C. Analisis Huku® Jslam TerhadaP sistem Pem pah Bagi
di PD- Muju

Pekerja/burub perempu”
pekﬁrja/buruh

pemberiant ¥
a semata—mata

: hany
upah potong?” bertuu2" . endiri
PD. Mujur Jaya itu sendiri maupun terhadap

r Jaya Kroya-
perempuan dengat sistem

pah terhadapP
untuk menciptakan

uruh perlomba-lomba untuk
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reproduksi yang dimilikinya suatu saat akan berpengaruh pada hasil yang
o akan berkurang, yang berdampak pula pada upah

dikerjakannya yai
seperti dalam kondisi normal yaitu lebih

yang akan mereka terima tidak
sedikit?® Selain itu juga berakibat pada keschatan pekerja/buruh
perempuan yang terpaksa harus bekerja meskipun pada hari-hari pertama

kali merasakan kesakitan.
mereka kurang diperhatikan, hal ini

-hari pertama

haid yang sering
kesehatan
terpaksa barus pekerja pada hari
ghirkan, dan bekerja secara tergesa-

Di samping itu

disebabkan karena mereka

haid dan sebelum atat sesudah mel
Ia bekerja semata-mata

g hati-hati, meT®

gosa dan kuran hanya mengejar
hasil yang banyak.”

pembahﬂsa“ ini
» terhadap SISt
g dilakukan
(an figh persoalan
uk dalam masalah agad dan sistem

penulis akan mengemukakan bagaimana
pemberiaﬂ upah untuk pekerja/buruh

pendapat para ulam
oleh PD. Mujur Jaya dengan

perempuan sebagai®
hubungan kerja antara

sistemupah potonga: alam k&

termas
Jalam bab jjarab.

ul
Persoalan jjarat (upah-mengupah), para
un demikian mereka menetapkan

ama sepakat bahwa

yarah djsyaﬂ"atkan da-'a-m ISla‘n,
ada dalam suatu

jjarah, sehingga apabila

s, daTarsin Sc59851 pekerja di PD. Mujur
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reproduksi yang dimilikinya suatu saat akan berpengaruh pada hasil yang

dikerjakannya yaitu akan berkurang, yang berdampak pula pada upah
yang akan mereka terima tidak seperti dalam kondisi normal yaitu lebih
sedikit?®  Selain itu jugd perakibat pada keschatan pekerja/buruh
perempuan yang terpaksa harus bekerja meskipun pada hari-hari pertama

kali merasakan kesakitan.

haid yang sering
kesehatan mereka kurang di

perhatikan, hal ini

Di samping itu
-hari pertama

disebabkan karena merek?
irkan, dan bekerja sccara tergesa-

sesudah melah!

haid dan sebelum atau
ereka bekena sem

ata-mata hanya mengejar

gesa dan kurang hati-hati, ™

hasil yang banyak-2

, terhadap SISt
g dilakukan

perempuan sebagaiman? yan
alam kajian figh persoai

pendapat para ulam
oleh PD. Mujur Jaya dengan
an hubungan kerja antara

agad dan sistem

y‘arah (“Pah -m
demikian mereka menetapkan

jarah disyari’atk®" jiarah, schingga apabila

ang
kete tuan-ketentuan Y
eten sipe nuhjolchpmapdaku

ketentuan tersebut ﬂdak

adalah batal. . garsih danTarsini

\_——Ayem, Warth,

; 25 wawancard g% 7g 007
3ya, tanggal 27 Aprll 2 0 Aprit 2
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Para ulama mensyaratkan pahwa sebelum melakukan suatu

engupah harus terlebih dahulu mengadakan agad
(perjanjian kesepakatan kerja) tertulis di antara perusahaan dan
Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi perselisihan di

akibatdanwlahpahama“katenasalahsatudl
dirugikan. Karena jika menggunakan

pekerjaan dalam upah-m

antara mereka sebagal

antara mereka ada

akad lisan tidak bis2 dij

perselisihan.
1. od bisa dilakulkan dengan beberapa

cara,”’ yaitu:
tan (Aqdu Al’Amal). Agad dengan cara

y’arah, jual beli, hibah dan

bjek yang dijadikan agad tidak

ya. Ulama sepakai bahwa &
utkan kecuah

yatan terdapat perbedaaﬂ pendapat di
dan Hanabilah membolehkan

dalam aqad pernikahan.

disyaratkan
perbu?

am ha] aqad dcn%n
o Hanafiyal

Dal

paraulama,m
parang-barans yang sudah -

padap barané
4 dengd? perd e
adzhab Malikd dan pet

aqa

ndapat awal Imam

umum-
perbuatan jika jelas

di
unjukka? kerelaa? dan bar2?® terselt
syi’ab dan Dzahiriyah agad dengan
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Para ulama mensyaratkan bahwa scbelum melakukan suatu

engupah harus terlebih dahulu mengadakan agad
tertulis di anfara perusahaan dan

tidak terjadi perselisihan di

pekerjaan dalam upah-m

(perjanjian  kesepakatan kerja)
Hal ini dimaksudkan supaya

pekerja/buruh.
akibat dari kesalahpahaman karena salah satu di

antara mereka sebagai

antara mereka ada
i i ila terjadi
akad lisan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat apabila teg

perselisihan. | d .
Menurut Wahbah Al-Zuhaili agad bisa dilakukan dengan pa

g‘aralt, jual beli, hibah dan

Maliki dan pendapat awal Imam
diketabu $ u 4d dengA® perbuatan jika jelas
aqg

diketahui secara umum.




terhadap kebolehan menggunakan agad sepetti itu. Namun

pengikut Ulama Syafi’iyah sendiri ada yang
perbuatan dalam berbagai hal seperti

demikian di antara
membolehkan agad dengan

Imam An-Nawawi, Al-Baghawi

dan Al-Mutawalli
cara ucapan (Aqdu Al-Lafdni). Aged ini bisa

rbagaihaldandihamskandalamaqad | |

2. Aqad dengan
dilakukan dalam be

pernikahan.
(Aqdu Al-Isyarat). Aqad ini diperbolehkan

3. aqad dengad isyarat
untuk mereka yat5 cacal-
Maktabi). Ulama Syafi’iyah dan

wlisan (Agds A
ian aqad jni dengan kehadiran kedua belah

Hanabilah mensyar2

hanya
4. Aqad dengan

pihak. .
ojian Ketia, agad dalam bentuk tertulis lebth
gngglmakan lisan, karena agad
_ . ad dengan ™
diutamakan dari pad? %
" iawabkan dan dapat dijadikan

jsan dapat dip®

Dalam suatt pe

rselistham
suatul aqad harus dijelaskan dan

terjadi P
. is,
Menurut suhrava’d L dipeti

. il
disepakati mengenai pekeqaan ™~ wakitu kejanya- Selain itu
. iclas jenis pekerjaan o
diketahui deng2® 1= Kok seseorane dalam

barang bukti ketika

anjikannya sehingga dapat

melakukan suatu
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para ulama tidak memberikan ketenfuan

rinci seberapa besar upah itu harus dibayarkan. Mereka lebih
{lan dan kedermawanan perusahaan dalam

rusahaan wajib berbuat baik kepada

Mengenai harga upah,

yang
menekankan prinsip kead
memberikan upahnya- Para p¢

pekerjanya/burubnya begitu Jug?
ing membunmkan dan tolong menolong.

sebaliknya, karena mereka

merupakan kerabat yan& sal

usaha majikannya
sknmmasn

ikinya, tanpa adanya di

ini ditentukan Allah SWT

kekhususan biologis
pekcrja/burllh

perempuart Hal 1

terhadap
90 yaitu:
dalam QS. An-Nahl ayat e ey
PP ZTp
B9

. K Lubis memberikan penjelasan

ian harus dapat memenuhi

maj




perbedaan kemampuan d
hasilan dan hasil aterial” seperti yang tegjadi di PD

perbedaan peng
perempuan mendapatkan upah lebib
j-laki karena beban yang mereka

kerjakan berbeda bukan karena perbedaan jenis kelamin. Pengakuan

tersebut ses QS. An-Nisa ayat 32, yaitu: |
|

dbgﬁuo”&é*‘*‘/-m"f“’ s Y

| ey i) Lo R ey e Cope?

dan hubunganty2
adikan milik dengan (hanya

mempetoepat dalam

Mengenai keberadaa?
h tidak menjadt

menurut Madzhab Hanafi Up?
ka mensyaratk?® untuk

sekedar) agad. Mere

pD Mujur Jaya pun
mpuan yaitt jika

sesuai kesepakat?™ a

atat
untuk mempere® cepat

Wi ertentlL
aktu ¢ i sl

(=)

32 \{A. Mannan, Teor!
122

Ya
53, 192;’) him. 117
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mereka jika agad ijarah untuk suafu pekerjaan maka kewajiban

waktu berakhimya pekerjaan. Apabila

membayarkan upahnya pada
menurut Abu Hanifah

tidak ada ketentuan menangguhkannya maka
dan Malik wajib diserahkan secaf angsuran sesuai manfaat yang
diterima. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhaya ia berhak
aqad, sehingg? apabila mu

pada mustd jir maka ia berhak menerima

atas upah sesuai dengan 'jir menyerahkan

sesuatu (barang/pekerjaan) ke

upalmyr:L34
_ perpendapat pahwa berdasarkan
Setiawan Budi Utomo
- i'at pemer.intah dapat

kewenangan yang dile

n segala kebijakan
iki kondisi tertenfu.

yntuk memperbat
g antuk kemasla

bahkan wajib.’
melahirkan bagi

h dalam

melakuka
ghatan  dan

> PDalam

mengambil tindak pcnyclamatan
akukan sepanjan

Kebijakan yang dil
pcrhl dan

menjauhkan kemsakan dipanda®

tetap dibayar penu
gafbuﬂlh perempuan.
yang Wwajib

3 lmam Nurdima
@ * Setiawan Budi (m.
arta:Gema Insani Press: .
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kehidupan atau property, dan hak untuk berketurunan (hifzh al-nasl)

Karena itu Masdar F. Mas’udi menyatakan kalau agama saja

memberikan hak cutt reproduksi kepada kaum perempuan untuk fidak
menjalankan tugas-tugas syariat ketika menjalani fungsi reproduksi,
tentunya dalam hal ain juga barus begitu”? Seperti cuti bekerja unfuk
karena haid afau melahirkan dalam

pekerja/buruh perempuan
un dengan upah tetap dibayar penub. Logisnya

merintah dan para wakil rakyat terutama ,
at , untuk me,ngikhtiyarkannya38

pekerjaan apap
demikian, adalah tugas pe

selaku penjamin kepentingat raky

perburuhan.
aian antard pe
] geadilan sosial, memikirkan
enclpmkan

am adalal ™

tercipta suatu kedam

clindun hak-haknya-
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sebagai acuan untuk memberikan upah maka perusahaan tersebut

mandasarkan pada tercukupinya kebutuhan pokok hidup yaitu
dan papan sehingga pekerja/buruh

kebutuhan pangan, sandang

pekerja/buruh, maka masing-masing
dan kewajiban &

antara mereka.

dan memberikan hak

¥ Imam Nurdima® 02
“ Ridwan, Figh, W8~ yojeurn:
41 guhrawardi K- LU0

2 Ibid
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Dalam konteks perjanjian kerja antara buruh dan majikan, maka

apa yang menjadi kewajiban buruh adalah hak dari majikan dan
iban buruh adalah hak majikan.*

lam, upah harus direncanakan dengan car
majikan. Pada hari pembalasan,

terhadap orang yang

sebaliknya kewaj
Dalam organisasi Is

yang adil baik bagi pekerja mauput

Rasulullah saw akan menjadi saksi

anya karena kerusakan baraié
kan tidak diberikan kekuasaan

tuk menjatubkan denda terhadap pekerja

dalam keadaan apapun U7 )
oleh Ima™ Ton Has‘

sebagaimana yang dinya® .
, puruh kas3l tidak

parang dan alat-alat

terhadap para peker
selama waktu kega. P rinsipny? maj!

\_____// E”
, Te[llﬂ”g
i AT : Wakaf,1999)
, e pana Bt WS
k! P

.
+ Ridwan, Figh, hirm. 67 an FaU°




kepada pelayan (buruh) yang dipekerjakan dalam batas waktu tertenfu
hanya karena merusakkan barang (alat-alat) jika tidak terbukti bahwa dia
a dan berencana. "’

keesaan beriaku untuk semua aspek

anya. Pengusaha muslim tidak
Islam tidak berlaku

melakukan dengan seng?)

Prinsip umum tauhid atau
sahaan dat pekelj
anya seolah-olah
ga muslim barus diberi waktu

hubungan antara perd

boleh memperlakukan peker
contoh, peke

tindakan yang berte™ |
it dan &
waktu istirahat bila mereka saki

k
boleh dilecehkan secara €

keseimbangan. ‘
el gan . s

Setelah penulis me

k tcnwan_ketenman gl-Qur'an
e

potongan dari €
mu’amﬂlah Hal ini Jimaksudkant untuk

:‘;Ibid, him. 393
Ibid

O




penting sehingga bisa membuka pemahaman terhadap ketentuan al-

| Quran itu.  Seperti al-Qur’an memberikan ketentuan bahwa
perniagaan adalah car2 untuk memperoleh rizki yang halal. Ketentuan

tersebut dirinci lagi dengan sunnah sepertl Nabt

pernah melakukan

agad ij}m"ah,48
hukum mu’amalah yang

|
|

Untuk memperje[as ketcm:uan-kctentuan
ersebut, demikian pula untuk

’andanas~sunnaht

rentuan-ketentua? pukum ™Y

Kkebutuhal hid
paru yang di sebu

| terdapat dalam al-Qur
>amalah Yang timbul

memperoleh ke
up manusia, maka di

karena perkembangat

Ada bebera

Islam di antarany? yaitt

rasaka"ﬂya k

merasa tenang me
© (Ulamd Y

Ulama Ushul 19 et |
- f 1 da

segi objekny? urf melip*”

sl

yah &

blﬂ
Imam Ab AbdllllahMi“ Usfﬂl
u o daf‘ da]l

PerSad Mushhah Usmam,
2, 1997), him. 141

5 * Ibid, hlm. 140

1bid hlm. 145
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kat dalam bentuk ungkaparn, sementara

merupakan kebiasaan masyara
urf ‘amali adalah kebi ntuk muammaleh.

dilihat dari segi cakupanny?2 meliputi
Jaku luas di

‘amm adalah kebiasaan tertentu yans ber

sementara urf khas 2
ntu. Adapun urf di
f shahih adalah K
gan dengal nash dan £

piasaan ¥ ang pertentangan den

Sementara urf fasid adalah ke
dalam syard - S

afi’i wf(adat)

komunitas terte

shahih dan urf fasid. Ur
)maslakaiaﬂ ummat.

yang tidak bertentan
gan nash

dan kaidah-kaidah dasar
 dapat dijadikan

j berl ku

hukum apabil

a. Kebiasaan terscbuf

yang sejahter?
deng®
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k sistem pemberian upab
Mujur Jaya Kroya

Untuk mengetahui apakah prakfl
a/buruh perempuan di PL
kita perhatikan sebagai berikut:

pemberian upah kepada

borongan terhadap peker

dapat dikatagorikan sebagi wrf dapat

1) Dilihat dari segi objekmy® praktek

mereka.

adat kebiasan merek2-

2) Dilihat dari segl

3) Adapun
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nya yaitu melakukan pekerjaan dengan tulus dan teliti

aga kualitas hasil produksi tetap baik
baik tersebut omsef perusahaan jadi

kewajiban
dan mereka selalu menj

sehingga dengan kualitas yang

perakibat pada meningkatnya pendapatan

meningkat yang
perusahaan. Adapun pihak pemsahaaﬂ selalu menunaikan
kewajibannya ~ yait! memberikal upah setelah  merekd
melaksanakan pekerjaannya, meskipunt di antar2 pekerja/buruh ada

untuk tid2K men

Jika terjadi kerusaka? pada alat 28%
| selamd kerusakal

oleh p€

(dititipkan dulu).

yang memilih

akan ditanggun®

: uruh.‘”
abkan oleb kesenganjaan a/b

diseb peken

him.
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kerelaan. Tidak ada

n, mereka melakukannya atas dasar
bahkan pada praktiknya mereka bisa

keluar dan masuk tanpd dipersulit oleh l;;e;rusahaa!l’s6 namun
rfa di perusahaan

reka lebih memilih beke

mendapatkan hasil yang
dalam Islam sebagaimana

pekerjaa
paksaan di antara mereka

meskipun demikian me
jelas.

tersebut karena mercka akan
njadi pnnsnpdasaf

ficman Allah QS. An-Nisa & ayat 29 berikut in:
o 1B Y 1 A AT

Ll ki

Kerelaan tersebut menj

pD Mujur Jay2 32 ¥ J—
Sed Sﬂma Oleh Selur“h

berlaku aq@d secar?
itu dilakuk?"

Fredy K"ﬂuawan

oy 2 WaWancara dengan

pak
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pemberian semacam ini dilakukan terus meners hingga

sekarang.*®

'gunakan untuk mengga.li‘
’ Selain ‘urf , terdapat metode yang di j |
" hukum Isl di antaranya yaitu melalui maqasid syari ah. Magasid
| slam

i ke
hukum yang berorientast kepada

Menurut al-Syatibi sebagal

_Gyari’alt .
Muwafagat fi Ushul Al-Sy a&;‘)fm ™

kemaslahatan um B} "
tibi o
Abu Ishaq al-Sy2 4 R3S

:
:
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atirah . Ken®
Wawancara denganISF ah ( “MJ‘S o o

Satria Efendi, Ush¥
fi mAsaﬁ"l ay aBak.ﬂ Ko gj
mdo Persad a, 1996), m

=
Q
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manusia, baik di dunia maupun di
terbagi menjadi kepada tiga

akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi

tingkatan®’, yaitu:
jalah t atau

| Kebytuhan dharuriyat ialah ingEst Lebutuhan yang harus ad2
primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak

disebut dengan kebutuhat
|amatan umat manusia paik di dunia

lak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang

akan terancamw

terpenuhi,
maupun di akhirat k€ .
1 emelihara
Jalam kategori ini, yait¥ memelihara 28274 m
atan dap keturunan,

akal, memcliham

term asuk
kehorm

jiwa, memelihara

serta memelihard harta.

bilamana tidak

keselamatannyd pamut N o
itan !

seBe? e ahab Khallaf, adalah

\—/ 3
? Satri . 2
«; Satria Efendi, Ushul Figh, b

Ibid, him. 234-236
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kebutuhan yang apabila tidak

3.
Kebutuhan tahsiniyat jalah tingkat
termn uhi . .

tidak mengancam eksistensi salah satt dari lima pokok

keindahan yang S5 '

Misalnya dalam lapangant mu’

menaikkan harga, monopoli,

Pengkatagorian yang dilakukat ’
cur pokok jtu dalam

bahwa betapa penting™? pemeliP

Tuhan dalam rangk2 “‘ew“j‘ldm
. ¢ siste™ pe
Dengan demiki2® apabil? prok :
ivah 4 2% aka Pk terse
dﬂ,etlakukaﬂlag‘

memenuhi tig? rujuan Y
. jdak
sesuai dengan maq”"id syer! ah 522 ’
kah paktik siste™® mberi2™ upal potonE™"
U tahlli ap? P
ntuk meng® o 4i PP Mujur Jay Kroya dapat
terhadap pekera/Pn" poro™® curf tersebt
arus gikaitho" apaka
dijadikan ‘ucf Y2"8 shal™
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sudah sesuai dengan maqasid syari‘ah, untuk lebih jelasny2 dapat kita

perhatikan sebaga berikut:
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